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MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Ra'UBUK tNOOt<IESIA 

PERATURAN MENTERI KOMUNtKASt DAN INFORMAnKA 

NOMOR: 01 IPERIM.KOMINFQ.b1 (ZO I O 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA eSA 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMAnKA, 

a. bahwa ketcntuan penyelenggaraan Jaringan lolekomuniltaSl yang diatur 
dalam Keputusan Mente" Pettlubungan Nomot ; KM 2{l Tahuo 2001 
lenlang Penyelenggaraan Janngan Telekomuniltasi sebagalfT13r1a telah 
diubah lerakhir dengan Peraturan Menleri KomunikaSi dan Informalika 
Nomor . 301PERIM KOMINF0I09J2008 dipandang tJdall. sesual lagl 
dengan per1rembangan penye!enggaraan janngan telekanunikasi 
sehln9ga perlu d'93ntr, 

b. bahwa berdasar1<::an pertimhangan sebagaimana dunaksud dalam huruf B. 
pertu dllelapkan kembali Peraturan Menten KomUnikaSI dan InformalJlIa 
tantang Penyeiengg;;uBan Jaringan T elekomumkasi 

,. Undang~Undang Nornor: 36 Tallun 1999 lentang Telekomu~ 
(lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 154. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor: 3881): 

2 Peraturan Pemenntah Nornor: 52 T ahun 2000 lentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor: 3980); 

3 Pcraturan Pemennlah Nomor: 53 Tahun 2000 lenlang Penggunaan 
Spektrum Frekucnsl Radio dan Orbll Saleli! (lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor· 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981): 

-4 Perahlran Pemerintah Republik Indonesia Nornor: 7 Tahun 2009 
lentang Jenis dan Tanf Alas Janis Penerimaan Negara Buitan Pajak 
Yang Bcrlaku Pada Departemen Komunikasl dan In!orma\lka 
(lembaran Negara Tahun 2009 Notnor: 20. Tamhahan lembaran Negara 
Nomor 497.11); 

5 Peraturan Pres!den Republik Indonesl3 Nomor: 10 Tahun 2005 
tenlang Unit OrganisaSi dan Tugas Eseion I Kementenan Negara 
Republik Indol'lE!$la sebagaunana telah diubah deogan Peraturan 
Preslden Nomor: 50 Tahun 2008: 
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6 Peraturan Presiden RepubliK Indonesia Nomor 47 Tahu" 2009 tentang 
Pembenlukan dan Organis:asi Kemontonan Nega .... ; 

7. Keputusan Mcnteri Perhubungan Nomor. KM. 4 Tahun 2001 tentang 
Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental 
Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunlkasi 
Nasional sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Komunikasidan Inforrnatika Nornor. 3AlPERIM.KOMINFOJ04I2OO8 , 

8 Keputusan MenlcO Perhubungan Nomor. KM 21 Tahun 2001 tenlang 
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah drubah 
leraknlr dengan Peraturan Mente'; Komund~asl dan lnformatika Nomor: 
31IPERlM.KOMINFOI09I2008; 

9. Peraturan Menten Komunikasi dan Informa\ika Namor: 
03JPIM_KOMINF0I5I2OO5 tentang Penyesuaran Kata Sebutan pada 
Beberapa KeputusanIPeraturan Menteri Perhubungan yang MengatlJr 
Maleo Muatan Khusus eft Bidang Pas dan TelekomunikaSl; 

10, Peraluran Mente'; Komunikasi dan Informatika N~r: 

13IPIM.KOMINF0/8l2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasl 
yang Menggunakan Satelil sebagaimana telah dlubah dengan Peraluran 
Menteri Komunikasl dan Informalika Nomor· 37/PIM.KOMINFOf1212006; 

11 Peraturan Menten Komunikasi dan Informatika N"""", 
O8IPerlM KOM[NFOI02/2OD6lentang Interkoneksi~ 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika N"""", 
03IPERIM.KOMINFO/1noo7 tentang Sewa Jaringan: 

13, Peraturen Menteri Komunlkasi dan lnformatika Nomor: 
251P1M Kominfaf712008 lentang Organisas/ dan Tata KefJa Departemen 
Komunikasi dan InformatiKa: 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG 
PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI. 

BABI 

KETEHTUAN UMUM 

P;tsal1 

Dalam Per<l!uran Menten inT yang drmaksud dengan: 

1 Telekomunikasi <ldaIah setiap pemancaran, pengiriman dan iltau 
penerimaan dart setiap infonnasi dilliun bentuk landa-tanda, ISyarat. 
lulisan. gambar, suara. dan bunyi metalui sistem kawat. op\iX. radio alau 
SlStcm elektromagnefik lain~ 

2 Alai lelckOfTlunlKasl iKfalah setlap alaI penengkapan yang dIQunaKan 
d<llam ber1elekomuntkasi; 
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3 Perangkat teiekomunikasl adaJah sekelompok alat ielekomunikasi rana 
memungkinkan bert~unicasi; 

4 Janngan telekomunlkasi adalah rangkalan perangkat telel!.omunikasi dan 
kelengkapannya yang digunakan dalam bcrtelekomunikasi; 

5. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhl 
J3nngan kcbutuhan bertelekomunik.asi dengan menggunakan 

ielel!omunikasl; 

6. Penyelcnggara telekornunik.asi adalah perscorangan, koperasi. badan 
usaha milik daetah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta. 
inslaMi pe",enntah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 

7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah Itcgiatan penyedlaan dan 
pelayanan te lekornunikasi sehingga memungkinkan lersclenggaranya 
telekomunikasl; 

8. Penyelenggaraan janngan teiekomunikasi adalah kegiatan penyediaan 
dan atau pelayanan jaringan telekomunikasl yang mem~\..""Ikan 
lerseicnggaranya telekomtA'1ikasi; 

9 Penyelenggaraan telekomuniJ<asi 
penyelenggaraan telekomunikasi 
pengoperasiannya khusus: 

unruk 

,.'" 
keperluan khUsus adalah 

sifat, peruntukan. dan 

10. Penyelenggaraan janngan tetap adalah kegialan penyelenggaraan 
jaringan Iclekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap; 

11. Penyelcnggaraan Jaringan befgerak adalah kegiatan penyeJenggaraan 
jaringan unruk telekornunlkasi betgerak; 

12.. Penyelenggaraan jasa leleponi dasar adalah penyetenggaraan jaSa 
te1epon dengan menggunakan teknoSogi Clrc.Jrt switched alau teknologi 
lamnya yang berupa jasa telepon, faksimi~ , teleks, telegraf dan data 

13. Jelajah (foaming) adalah kemampuan yang dimilliki oleh janngan 
bergcrak seluler yang memungkmkan penggunanya untuk tclap dapat 
menggunakan layanan di daerah yang belum terlayani oleh sualu 
penyelenggara Janngan bergerak seluler dcngan menggunakan jaringan 
mllik penyelenggara Jaringan bergcrak seluler lamnya; 

14 Jelajah (roaming) naSlOll3J adalah jelaJah (roaming) yang dilalrukan 
anlara 2 (dua) penyeienggara jaJingan bcrgerak selulcr dengan cakupan 
IlaSionaI. 

15. Penyelenggaraan Jaringan telap lertlS!.up atJaJah penyelenggaraan 
jaringan yang menyediakan jaringan un!uk disewakan: 

16. Interltoneksi adalah keterhubungan antar jaringan te!ekomuniltasi dan 
penyelenggara leJekomunikasi yang berbeda, 

17. Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang di]aku1l:an oIeh lembaga 
yang tclah dlakieditaSl alau bm yang dibeotuk oIeh Direktu( Jendera! 
deogan tugas melaksanakan p!(lses pengujian sistcm secara telr;ni:s dan 
oper.lSiooal; 



18 Lembaga uji laik operas! adalah lembaga yang bCl\venang melakukan uj! 
laik operasi dan telah mendapalkan akradilasi dan lembag.:> yang 
memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi ; 

19. Kewiljiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan 
kepada penyelenggarajaringan tclekomunikasi dan atau jasa 
telckomunikasi untuk memenuhi aksesibililas bagi wilayah atau se.bagian 
masyarakat yang belum leljangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan 
atau jasatelekomunikasi; 

20. Rencana dasar leknis adalah kctentuan-ketenluan teknis yang halUs 
diikul i dalam membangundan menyediakan jaringan telekomunikasi 
sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan kejaringan lainnya; 

21 . Landing right adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada 
penyelenggara jaringan lelekomunikasi, penyelenggara jasa 
telekomunikasi, alau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka 
bekerja sarna dengan penyelenggara lelekomunikasi asing; 

22. Menleri adalah Menleri yang lUang lingkup tugas dan lan99ung jawabnya 
di bidang Iclckomunikasi; 

23 Direklur Jenderal adalah Dircktur Jenderal Pas dan TetekomuniJ.;asi 

24. Direktoral Jenderal adalah Direktoral Jenderat Pas dan T elekamunikasi. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

Pasal2 

( I) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapal dilakukan o!eh badan 
hukum yang didirikan unluk maksud tersebut berdasarllan peraluran 
perundang-undangan yang ber1aku yailu: 

a. Badal', Usaha Mi!ik Negara (BUMN): 
b. Badal', Usaha Mink Daerah (BUMD); 
c. Badal', Usaha Swasta; atau 
d. Koperasi. 

(2) Penyelenggaraan jaringan telekamunikasi sebagaimana dimakslKl pada 
ayal (1) wajib mendapatkan izin. 

Pasal3 

(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud da!am 
Pasal 2 terdiri dart 

a. penyelenggaraan janngan lelap; 
b. pcnyclcnggaraan jaringan bergerak. 

(2) Penyelcnggaraan jaringan telap sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
huruf a Icrdiri dari: 

a. penyelenggaraan jaringan telap lakal; 
b. penyelenggaraan jaringan {clap sambungan langsung jarak jauh; 
c. penyetenggaraan jaringan letap sambungan inlcrnasional; 
d. penyelenggaraan jaringan {elap tertutup. 
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(3) Penyelenggataan janngan bergcrak sebag,,"m<l1'l8 dim"ks'G pad>o "Y"" 

(1) hUM b dlbedaiUln dalarrl 

a penyeJenggaraan Janngan befgernk terestnaJ: 
b penyeleoggaraan janngan be1gerak se!ulcr; 
c. penyelenggaraan Janogan bergerak satclit. 

Pasal4 

(1) Penyelenggaraan ,amgan telekomunikasi yang memer1ukan aJokasi 
spektrum frekucnsl radIO tertenb.J danfalau memerlukan kode akses 
jaringan. jumlah pen)eleuggaranya dibalasi. 

(2) Penye!enggaraan janngan tele/(omunOOtsI 
penyelenggaranya dibalasi sebagaimana dlmaksud 
cara per~mannya dilalrukan melalul proses seleksi 

yang jumlah 
pada ayat (1). lala 

(3) Ketenluan proses seleksi sebagaimana dlmaksud pada ayal (2) tidak 
berlaku bagl penyeienggaraan jaringan telekomunikasi }'3n;;l akan 
diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan t~lokomunikasi yang tel3h 
memil ikl izin penggunaan kode akses janngan dan bermaksud 
menyelenggarakan jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain: 

a yang berbeda dan jenis penyelen9garaan jaringan telekomunikasi 
yang telah dlSelenggarakannya; 

b. dengan menggunakan aJokasi spektrurn frekuerlSl radIO sesuai tzin 
penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimiIikinya. dan 

c. memerlukan kode akses j3rtngan barn. 

(4) Tata eara perwnan penyeJenggaraan ,anngan telekomunikasi 
scbagam13na dimaXsud pada ayal (3) dilakukan melalul proses evaluasi 

Pasal5 

(1) Penyejenggaraan J<lM9an telekomunikasi yang lJdak memer1ukao aIokasi 
spek\rum frekUensi radIO lestentu danlalau tidak mernetlukan kode a!tses 
jaringan, jumlah pc"., etenggaranya tidak dibatasL 

(2) Penyelenggaraan JaMgan Iclekomunikasl yang Jumlah 
penyelenggaranya tdak dibatasi, tata eara perizlnannya dllalwkan melalui 
proses evaluaSI 

Pasal6 

(1) Dalam penyelenggaraan Jatingan lelekomunikasi sebagalmana dimak-:>ud 
dalam Pasal 3 ayal (2) dan ayat (3) penyelenggara jaringan 
telekomuil ikasi wajib membangun dan/alau men~'ediakan Jaringan 
telekomunikasi. 

(2) Penyelenggara janngan telekomunikasi dalam mernbangun danlatau 
menyediakan jaringan telekomunikasi sebagalmana dllTlaksud dalam ayal 
(1) wajib mengikuti kelcntuan teknis dalam rcncana dasar telmis yang 
diletapkan oteh Menteri 
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Pasal7 

Penyelenggara jarlngan telekomunikasi wajib : 

a mcnyediakan sega/a fasilitas telekomunikasi unwk menjamin pelayanan 
janngan tclekomunitasi sesuai standar kualrtas pelayanan; 

b memberikan pelayanan yang sarna kepada pemakai ranngan 
te\ekomunikaSl; 

c. membuat ketenwan dan syarat-syarat berlangganan Jaringan 
telekomunikasi, 

d mengumumkan secara terbuk.a ketersediaan janngan telekomunikaSl 
yang dimilikinya, 

Paul 8 

(1) Pcnyelenggara Jaringan lelekarnunilcasi W3Jlb mcniamm \e!selenggaranya 
te!ckomunikaSI melalLIi J3nngan yang dlSelenggarakannya 

(2) PenyelenggOlrOl IOlnngan telekomunikasi diwajibkan memlSahkan 
komponen-komponen peJayanannya (unbundling) dalarn rangka 
menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oIeh penyelenggara 
telekomunikaSl 

(3) Komponen-komponen sebagaimana dirnaksud pada ayal (2) benJpa: 

3 . jaringan lokal; 
b. pcrangkal antar muka. 
c sentral (pusal penyambungan); 
d II"ansmisi, dan 
e SlStem peodukung operasl, pclayanan dan per.mgkat tambahan. 

Pasa19 

(1) Setiap penyc!enggara jaringan telekomunikasi 
kewajiban peJayanan universal dalam bentuk 
pelayanan universal. 

wajib melaksanakan 
kontJibusi kewajiban 

(2) Tata earn pelaksanaan kewajiban pelayanan universal sebagaunana 
dimaksud pada ayal (1) dlaturdengan Peraturan Menleri tersendifl 

P:;Isa110 

(1) Seliap penyelenggara jaringan telekomunikasl wajib membayar blaya hak 
penyelenggaraan lelekomunikaSl yang merupakan Pencrimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). 

(2) Tala earn pcmbayaran biaya hak penyelenggaraan teietomunikasJ 
sebagaimana dlmaksud pada ayal (1) dilakukan berdasarkan pera\uran 
perundang-undangan. 

Pasal11 

(1) SetJap penycler1gg:ara jaringan tclekomunikasi yang menggunakan 
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit W<ljib membayar biaya hak 
penggunaan spektrum frekuensi radio dan biaya hak peogQunaan orbit 
satelil yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) . 
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(2) Tala cam pembayar.m biaya halt penggunaao speklrum frelweflSl radio 
dan penggunaan 0Ibit sa!tlJil ~imDnD dirn"k:wd fI'i<IU'" drlll (I, 
dllakukan bcrdasarkan peraturen perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Seliap penyelenggara }aringan teleitomumkasl waJib menJarrnn 
lefsedianya interkoneksl. 

(2) Setiap pcnyelenggara jaringan telekomumkasi bethak mendapalkan 
mlerkoneksi dari penyc\engg:ara jaringan lainnya. 

(3) Pelaksanaan inter1\oneksi sebagaimana dimaksud pada arat (1) dan a13l 
(2) waj ib mengikuti kelenluan dalam reneana dasar teknis yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal13 

P~iaan interi<oneksi sebagaimana dmaksud daiam Pasat 12 sekurang-­
kurangnya harus memenuhl prinslp-pnnslP : 

a. lransparan; 
b tJdak disknmmatif baik kualitas maupun biaya: 
c diberikan dalam waklu yang singkat; 
d berorienlasi pada biaya (cost based): 
e. berdasallum permIntaan. 

Pasal14 

(1) Interkoneksl antar Janngan lelekomunikasi dilaksanakan pada litfk 
inlerkoneksi. 

(2) Titijo; interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bllk 
batas tanggung jawab pengelolaan jaringan telckomunikasi. 

(3) Penetapan litik interkoneksl diatur ICfSeildm dalarn keternuan reocana 
dasar lekms yang Ifrtelapkan oleh Mcnteri. 

Pasal 15 

Apabila dalam pelaksanaan interl<.oncksi dipellukan biaya danlalau perangkat 
anlar muka (Interface). penyediaan blaya dan/alau perangkat tefSE!but 
menJadi tmggung ja-.vab penyelenggara jaringan yang memer1ukan. 

Olleklur Jenderal menetapkan penomor.m lermasuk nomor kode akses 
pcnyelenggaraan jaringan lelelu)mum"kasi berdasarkan kelenluan rencana 
dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri. 

PUill17 

(1) Setiap pcnyelengga.ra jamgan leiekomunikasl wajib memasang rambo­
rambu (landa-tanda) keberadaan janngan teIekomunikasi 

(2) Tala cars pemasangan dan ram~mbu (landa-landa) keheradaan 
jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) drtetapkan dengan 
Pemturan Dircktur Jenderal. 



Pasal18 

Alai danJat<lu perangkal telekomunikasi yang digunakan oteh penyelenggara 
jadngan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilelapkan 
oleh dan memiliki sertifikat dari Direktur JenderaL 

BAB HI 

PENYELENGGARAAN JAR!NGAN TET AP 

Bagian Pertama 

Penye!enggaraan Jaringan Totap Lokal 

Pasa! 19 

Penyelenggaraan jaring<Hl tetap lokal dibedakan alas penyetenggaraan 
jaringan !elap laka! berbasis circuit-switched dan penyelenggaraan jaringan 
letap lokal berbasis packel-switr;hed. 

Pasal20 

(1) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched wajib 
membangun danlatau menyediakan jaringan tetap lakal berbasis circuit­
switr;hed dan jaringan unruk akses pelanggan di suatu lokas! yang 
mengunakan 1 (satu) sentral toka! atau lebih. 

(2) Lokas! scbaga!mana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu atau beberapa 
wilayah kabupa!en danJalau kota yang diletapkan oleh Menleri alas usul 
Direktur Jenderal. 

(3) Setiap lakasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mendapalkan kode 
wilayah yang ditetapkan cleh Direktur Jenderal berdasarkan {cncana 
dasar teknis yang dilelapkan oleh Menteri. 

Pasal21 

Penyelenggara jaringan telap lokal bcrbasis circuit-switched dapat 
membangun dan/alau menyediakan jaringan lelap lokal berbasis packet­
switched. 

Pasal22 

(1) Penyelenggara jaringan tetap !oka! berbasis circuit-switched atau 
teknotogi lain menyelenggarakan jasa teleponi dasar unluk sambungan 
lokal. 

(2) Penye!enggara jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched atau 
teknologi !ainnya dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara 
jasa teleponi dasar sambungan lokal, penyelenggara jasa teleponi dasar 
sambungan lang sung jarak jauh, dan penyclenggara jasa leleponi dasar 
sambungan in!emasional dalam bentuk sirki! sewa. 

(3) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched dapat 
menyelenggaral<.an sirkit sewa lokal 
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Pasal23 

(1) Penyelcnggara jaringan tetap lakal berbasis circuit-switched wajib 
menyedi<lkan akses lelepon umum, 

(2) Akses te lcpon umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang. 

Pasal24 

(1) Penvelenggara jaringan [elap lokal berbas is circuit-switched dapal 
menvelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas yang 
menghubungkan langsung dua lokasi di dua negara yang berbatasan 
langsung. 

(2) Penyelenggaraan Janngan dan jasa telekomunikasl nntas bat<ls 
sebagaimana dimaksud pada aval (1) diborlakukan di lakas! yang 
mempunyai hubungan kepenlingan sosial dan ekanomi. 

(3) Penyelenggaraan janng<ln d<ln jasa telekomunikasi lintas balas 
ditetapkan di lakas! : 

a, Nunukan - Tawaa; 
b. Manada - Davao; 
c. .Iayapuri;l - l<1e. 

(4) Lokasi telekomunikasi lintas batas selain scbagaimana dimaksud pad<l 
ayal (3) diatur lebih lanjul dengan Pcraturan Dlrektur Jenderal dengan 
memperhalikan kesep.akalan bilateral. 

Pasal25 

(1) Penyelenggara jaringan tClap takat berbasis packet-swilr:hed lvajlb 
membangun danlalau manyadiakan jtlnngan transport yang 
mcnghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses 
pelangaan yang lerhubung ke pusal jaringan (node). 

(2) Witilyah penyelenggaraan jaringan lclap lakal berbasis packet-switched 
mencakup wilayah loka! dan nasionaJ. 

Pasat 26 

(I) Penyelcnggara janngan tclap 10kal berbasis packd-switched dapat 
menyelenggarakan jasa multimedia. 

(2) Dalam mcnydcnggarakan jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mcndapat izin dan Direktur Jenderal. 

(3) Penyeiellggara jaringan lelap Iokal berbasis p<lck.et"switchoo dapat 
menyewakan jaringannya kcpada penyelenggara jaringan teleilomunikasi, 
penyelenggara jasa teiekomunikasi, danlatau tembaga penyiaran 
berlangganan. 

, 



Bagian Kedua 

Penyelengga raan Jaringan Tctap Sambungan 
Langsung Jarak Jauh 

Pasal 27 

Penyelenggaraan jaringan lelap sambungan langsung jarak jauh dlwajibkan 
membangun danlal.au menyediakan jaringan !elap unluk menghubungkan 
antar penyelenggara jaringan lelap lokal. 

Pasal28 

Penyelenggara jaringan telap sambungan lang sung jarak jauh dr.vajibkan 
membangun dan/alau menyediakan senlral jarak jauh (senlral [runk) dan 
jadngan yang menghubungkan anlar senlral jarak jauh (senlral trunk). 

Pasal29 

(1) Penyelenggara Janngan lelap sambungan langsung jal<lk jauh 
menyelenggarakan jasa teleponi dasar unluk sambungan langsun;:j jarak 
jauh. 

(2) Penyelenggara jaringan telap sambungan lang sung jarak jauh dapa! 
menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa leleponi dasar 
s(lmbungan langsung jarak jauh dan penyelenggara j(l53 leleponi dasar 
sambungan internasional da!am benluk sirkit sewa 

(3) Penyelenggara jaringan letap sambungan l(ln9sun9 jal<lk jauh dapat 
menyelenggarakan sirkil sewa jarak jauh. 

Bagian KeUga 

Pcnyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Intern<lsional 

Pasa130 

Penyelenggara Janngan letap sambungan internasional diwajibkan 
membangun danfalau menyediakan jaringan lelap untuk menghubungkan 
jaringan domestik dengan jaringan intemasional. 

Pasal 31 

(1) Penyelenggara jaringan tetap sambungan inlernasional drwajibkan 
membangun danlalau menyediakan senlrat gerbang internaslonal (SG1) 
dan jaringan yang menghubungkan anlar senlral gerbang internasional 
(SGI). 

(2) Penyelcnggara jaringan letap sambungan inlernasional diwajibkan 
mcnghubungkan senlml gerbang internasional yang dimiliklnya 

Pasal32 

(1) Penyelenggara jaringan tclap sambungan intemasional 
menyelenggarakan jasa teleponi dasar Ullluk sambungan inlemasional 

(2) Penyelenggara jaringan lelap sambungan inlernasional dapat 
menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teJeponi dasar 
sambungan internasional daJam bentuk sirkit seW3. 

" 



(3) Penyetenggara Janngan tetap sambuogan inlemasional dapat 
menyelenggarakan siOOt scwa Inlemasional 

Bagian Keempat 

Penyelenggaraan Jaringan Toup Tertutup 

Pasal33 

(1) Penyelenggara janngan tetap tertutup dfWaJibkan unluk membangun 
jaringan untuk disewakan. 

(2) Dalam hal penggunaan jaringan disewa otch penycJenggara JaMgan 
telekomunikasi danlatau perryelenggara jasa telekomunikasi harus sesuai 
peruntukannya_ 

(3) Oalam hal penggun<lan janngan disewa oleh 
telekomunikasi khusus dan pengguna bukan 
lelekomumkasi harus d.gunakan unluk kepcrluan sendlri. 

(4 ) Pengunaan Jaringan unluk keperluan sendlri sebagalmana dimaksud 
pada ayal (3) adalah penggunaan janngan unluk penggunaan kelompok 
pengguna tcrtutup (closed u$8t'group). 

Pasal34 

Penyelenggara jaringan tetap tertutup yang menyediakan Jaringan untuk 
penyelenggaraan telekomunikasi diJarang menghubungkan ke janngan 
lalnnya. 

Pasal35 

(1) Penyelenggara janngan tetap tertutup dapa\ me~kan jaringannya 
untuk pengguna yang berIokasI di luar w'ilayah Neg.ara Repubfik ,-

(2) Penyelengara janngan \elap lertutup asing dapa\ menyewakan 
jaringannya kepada penyelenggara lelekomunikasi Indonesia danla\au 
pengguna bukan penyelenggara lelekomunlkasi 

(3) Oalam hal penyelenggara jaringan letap tertulup asing menyewakan 
Jilringan kepada pengguna bubn penyelenggafa telekomunikasc di 
wilayah Negara Republik Indonesia. wajib bekelja sarna dengan 
penyeJenggara jaongan tetap tertutup Indonesia 

n 



BAB IV 

PENYEL.ENCCARAAN .JAHJNUAN tll:KGI:RAK 

Bagian Pertama 

Penyclongsaraan Jaringan Bcrgerak Tcrestrial 

Pasal 3& 

Penyelenggaraan janngan be1gerak terestrlal diwajibkan membangun 
danfatau menyediakan )ilnngan bergcrak terestrial untuk a~ pelanggan dl 
satu Iokasi alau Iebih 

Pasal37 

(1) Penyelcnggaraan jaringan bcrgeralt lereslriallerdiri dart 

a penyelenggaraan ,anngan bergerak iercstnal radio tJUnlung. 
b penyclenggaraan jafingan bergefak terestrial radio pallOCl~ untuk 

umum (RPUU) 

(2) Penyelenggaraan tamQafl belgerak tcmslrial selain sebagilllnana 
dmaksud pada ayal (1) ditelapl(an o!eh Duektur Jenderal 

Pasal38 

Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radJo lrunking diselenggaraltan 
dengan cakupan: 

a kabupaten atau kOla; 
b. bebefapa kabupaten dan Iwta 

Pasal39 

Janngan bergerak lerestnal radIO trunkmg dcngan cakupan bebetapa 
kabupalen dan kola dapa! lidak lersambung anlara salu dan lainnya 

Pasa140 

Penyelenggara janngan bergerak lerestrial radio lronklng wajib membangun 
danlatau menyediakan jartngan bergerak tereslrial radIO trunking 

Pasal41 

'1> Janngan bergera1c terestrial radio tnmlc1ng dapal alSambungkan ke 
janngan tclekomunikasi tainnya. 

(2) Pelaksanaan penyambungan ke Janngan telekomunikasi lamnya 
sebagalmana dimaksud pada ayal (1) wajlb rnengikutl ketenlUan lekms 
dalam rencana dasar tekn]s yang ditelapkan oteh Menteri 

(3) Dalam hal jarlngan bergerak tereslllal radIO trunking dl~bungkan lie 
janngan leJekomunikasi lainnya. maka dibeflakukan ketenwarHcetentuan 
sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan laringan lelekomunikasl 
Derger.:Uc sclu\ef. 

" 



Pagl42 

PenyelenggSflilliin ,o~n bcoVCfoA (c(=IJkll ,aoJlO trufJ"""U , .......... 
menggunakan spektrum frelruensi radio yang pengalokasiannya d"rtetapkan 
oIeh Oirektur Jetlde. al. 

Pasal43 

(1) Pelanggan jaringan bergerak terestrial radio trunking dapal menyediakan 
scnditi terminal radio trunking 

(2) Oalam hal pelanggan tidak dapat menye(!!akan terminal sendni. 
penyelenggara jatingan berg<!rak tereslrial radio trlJIIIang wajib 
menyediakan temunal radio tnm/Qng bagi pelanggannya. 

(1) Penyelenggaraan jafingan bergemk terestnal RPUU disele:nggarakan 
dengan cakupan; 

a. kabupaten atau kola; 
b. beberapa kabupaten dan kota. 

(2) Janngan bergerak lerestrial RPUU dengan cakupan beberapa kabupalen 
danfalau kota sebagaimana dimaksud pada avat (1) hUM b wajib 
lersambung antara satu dan laumya 

Pas.a145 

Penyelenggara Janngan bergerak terestriaI RPUU diwa;ibkan: 

8 menyedlakan pesawat peneoma yang berfungsi dengan ba,i( untuk 
digunakan oleh pclanggan; 

b menyampaikan pesan oltau panggilan kepada pelanggan y<lng berhak, 
c. menjamin keamanan pesan atau bema. 

Bagian Kedua 

Penyelenggolraan Joltingan Bcrgcrak Seluler 

Pasal4S 

Penyelenggaraan ,anngan bergerak seluler diwaflbkan membangun danlatau 
menyoediakan jatingan bergefak seMer untuk akses pelanggan 

Polsal47 

Penye!enggara joltingoln bergerak saluler dibedakan dalam: 

a penyelonggara jatingan bergerak seluter dengan cakupan provinsi atau 
bcberapa pro'ollOsi; 

b. penyelenggara Jaringan bergetak scluler dengan cakupan naStOnal 

Pu~l48 

(1) Penyelenggara jaJingan bergerak seluler W3jib membangun danfalau 
menyediakan pringoln bagefilk seluler" yang safing temubung d. daerah 
cakupannya 



(2) Pembangunan danlabu penyediaan jaringan sebagaJlTlana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaltsanakan secara bcrtahap 

Pasal49 

Penyelenggara janngan bergerak seluler dapa\ menyewakan ,anngannya 
kepacla penyelenggara jaringan bergerak seluler lamnya_ 

PasalSO 

(1) Penyelenggara Jaringan bergerak selu\er dengan calwpan pwvinsi atau 
beberapa provinsJ wajb melaksanakan Jelajah (tOamitJg) dengan 
penye\enggara lanngan beJgerak seluler dengan cakupan provIrtSI atau 
bebcrapa prcwinSl lamnya yang memlliki slslem dan spektrum frekuensl 
radio yang sarna 

(2) Pelaksanaan jelajah (roaming) sebagaimana dimaksud pada aya! (1) 
dilaksanakan berdasarkan kerja sarna dengan penye!enggara jaringan 
bergerak seluler lainnya yang diluangkan dalam petjanjian terturlS_ 

PasalS1 

(1) Penyelenggara janngan bergerak setuler dapal melaksanakan jelaJ3h 
(roaming) nasional dengan penvelenggara Janngan bergerak 5elulef 
la'l'lnya 

(2) Pelaksanaan jelajah (roaming) nasional sebagaimana d,maksud pada 
ayat (1) dilaksanakan bcrdasarkan kelja sarna dengan pcnyelenggara 
Jatlngan bergerak seluler 131My3 yang dltuangkan dalam pesjanJlan 
tertulis 

(3) Pelaksanaan Jelajah (roanJII'I!1) naslOOal sebagallTlaf\a dllTlallsud pada 
ayat (1) hanya dapal d:lak$anakan samptll dongan tersedianya liryanan 
kepada pengguna deogan menggunakan jaringan milik penye' I9gara 
janngan bergerak seluler I1U sandin. 

PasalS2 

(1) Penyelenggara janngan bergerak selu\er yang melakukan kel'ja sama 
jelajah (roaming) n3SlOflai wajib 

a Melaksanakan seluruh kewajiban sebagamana tertuang dalam izin 
penyekmggaJan jaringan beJgerak seluler yang dimililUnya. 
lermasuk namun tidak temalaS pada pemenuhan ~ 
pembangunan saraoa dan prasarana serta sta:ndar kuahtas 
pelayanan; 

b Mcnyampaikan rencana pelaksanaan jelajah (roaming) naSional 
kcpada Direktur Jenderal, 

c. Menyampaikan laporan peJaksanaan jeJajah (roaming) naslOnal 
setiap tahun kepada Direktuf Jenderal yang sekurang-kurangnya 
mcncakup: 

wilayah jelatah; 
jenis layanan 

(2) Pelaksanaan kerja sarna jelajah (ro.:Jmfng) dievaluasi secara bcrkaIa oIeh 
D,rektur Jendernl 

" 



Pasal53 

(1) Penyeienggara Jal1l'l9an betgerak seluler aapal melaksanakan jelajah 
(roaming) intemasional 

(2) Pelaksanaan jelajah (1'D3InIng) intemasionai sebagarmana dimaksud 
pad<l <lyal (1) dnaksanakan berdas<lrkan ker)a sarna dengan 
penyelengg<Ua jaringan bergerak seluler oegara IcIlnnya. 

Pasal54 

Penyelef19gar<1 jaringan berge/ak seluler wajib mempunycli fasilitas layanan 
slandar sekurang-kurangnya; 

a perpind<lhan antar sal otomalls (hand ovet); 
b jelajah; 
c. pengamanan dari kea..rangan (anti fraud facility); 
d penghitung rincian percakapan (detail hilling); 
e. kemampuan interkoneksi; dan 
1. supervisl dan kontrol. 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelil 

Pasal55 

PenyeJenggara jaringan bergerak salelit drwa~bkan membangun dal1latau 
menyediakan jaringan bergerak $;)teJit unluk akses pelanggan. 

Pasal56 

(1) Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dal'lfatau 
menyechakan satefit. stasrun bumi, senll'al gerbang clan J<1ITI9<In 
penghubung 

(2) PenyeJenggara laringan bergerak salelit dapat mensgunakan salelit asing 
dan wajib memiIiIo lancing nghl 

Pasal57 

(l) Penyelenggara lanngan bergerak salehi menyelenggarakan]ass teJeponi 
dasar dan dapal menyelenggarak.an jasa multimedia 

(2) Dalam mcnyelenggeraken ja5a multimedia scbagaimana dlmaksud pada 
ayal (1) warib mendapatkan illn dan Direktur Jenderal 

(3) Penyelenggara janngan bergerak sstelil dapa! menyewakan jaringannya 
kepada penyclenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jass 
multimedia. 

Pasal58 

(1) Penyelenggara jaringan bergerak salelit yang dirancang khusus untuk 
penyelenggaraan Jasa multimedia dapal menye.langgarakan Jasa teleponi 
dasar. 

" 



(2) Dalam menyclell9Darakan jasa teJeponi dasar sebagalmana dmaksud 
pada ayat (1) mengilcub ketentuan untuk penyelenggaraan jasa le\eponi 
dasar. 

Pasal59 

(1) Dalam hal penyelenggara janngan bcrgeralt salelrt global 
menyelenggarakan Jas.3 teleponi dasar di w.layah Negara Repubfik 
Indonesia, wapb bekeqa sarna dengan badan hukum Indonesia yang 
memiliki izm penyelenggaraan jasa IeJeponi dasar. 

(2) Dalam hal penyeenggar.J ,lanngan bergerak satelit global 
menyelenggarakan jasa multimedia dl wilayah Negsfa Republik 
IndonesIa, walib beke!)a sarna dengan badan hukum IndoneSia yang 
memililti izin penye1enggaraan jasa multunedia 

(3) Penyelenggara }BS3 teleponi dasar atau jasa multImedia scl:Jagallmma 
dimaksud pada ayal (1) dan ayat {ll wajib memllikllanding right 

Pasal60 

(1) Terminal bergerak yang dlgunakan untuk penyelenggaraan jasa teleponi 
dasar sebagaimana dimaksud d(ll<lm Pasal 59 ayal (1) dlsediakan oteh 
agen alau olch penyelenggara jaJingan bergerak salelil yang 
bersangkutan. 

(2) Agen sebagaimana dtmaksud pada ayat (1) mcrupakan perusahaan 
nasional yang ditunfuk oleh pabJikan tennina!. 

BABV 

TATA CARA PERIZINAN 

Bagian Pertama 

Tata Cara Seleksi Penyelimggaraan Jaringan Telekomunikasi 

Pasal61 

(1) Menten menelapkan /Uffilah peuyelenggara }Bringan telek<lmunikasi yang 
jumlah penyelenggaranya dibatas4. 

(2) Penetapan sebagamana drmaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang­
kurangnya 1 (satu) kali setiap lahun. 

(3) Penelapan sebagaimana dimaltsud pada ilyat (1) dilaksanakan 
berdasarkan pertlmbangan sumber daya dan kondisi pasar 

Pasal62 

(1) Menlori mengumumkan secara terbulta pe!uang usaha untuk 
menyeleng9arakan jaringan lelekomunikasi. 

(2) Pengumuman sebagaunana dimaksud pada ayat (1) untuk sefiap janis 
penyelenggaraan Janngan teleIwmunikasi sekurang.kurangnya 1 (salu) 
kali dalam 1 (salu) lahun 

" 



(3) Ketentuan sebagaunana dimaksud pada ayat (1) Malt berla.cu bag! 
penyeJenggaraan teJeItomunitasi sebagalJTlana dimaksud dalam Pasal 4 
aya! (3) dan bagi pen,.-ele!l99iJf3an jaringan tetap tertutup yang tidak 
menggunakan spektrum frekueO$i radio_ 

Pasal 63 

Pengumuman peluang usaha unluk menyelenggarakan jatingan 
telekomunikasi memual sebagai benltul 

a jenis penyelenggaraan; 
b jtMnLah penyelenggara; 
c. loIcasi dan calrupan penyelenggaraan; 
d. persyaratan dan tata eara permohonan irin: 
e. tcmpal dan waktu pengajuan permohonan ilin; 
f. b!aya-biaya yang harus dibayaf anlara lain biaya dokumen seleksi akhir 

dan uang jaminan bank; 
9 krileria seleksi dan evalu3Si unluk penetapan c.llon penyelcnggara 

lelekomunikasi 

PilSal64 

(1) Dtrelctur Jenderal rrx:mbentuk Tm Seleksi unluk melakukan s.eJeks, yang 
terd!ri dati unsur-unsur teltnlS. bisms, hukum, perencanaan dan 
lIdmmlStrasi 

(2) TIm seleksi sebag3!1T1ana dimaksud pada aya! (1) melaksanakan seleksi 
berdasarkan knteria seleksi yang dlberitahukan secara terbuka kepada 
pescrta seleksi 

(3) Tm SeJeksi menyelesaikan tugas pafiog lambal 40 (empal. puluh) han 
kel]a sejak kctclapan batas akhir penenmaan permohonan calon 
penyelenggara 

(4 ) Pelaksanaan seleMi daaJcukan secara transparan, obyektd, jujur. dan adil. 

Pasal65 

(1) TIm Seleksi berpedoman pada dokumen seleksi dalam menilaJ dokumen 
permohonan. 

(2) Ookumen seleksl sebagalmana dimaksud pada aya! (1) leOOm dan: 

a dokumeo seIeksI admnistrasl, 
b dokumcn seIeksi leknis. 

(3) Dokumen seleksJ administtaSi seb<lgaimana dimaksud pada ay<ll (2) 
huruf a memuat sebagai berikUI 

a akla pendirian perusahaan. 
b. pengesahan pcndirian perusahaan; 
c profile perusahaan. 
d. nomor poko« waiib paJak (NPIJY'P); 
e struktUr pem'IOdalan perusahaan: 
I kesanggupan membayar biaya-biaya yang hams dibayar: 
9 bukti jamman bank, 
h tanggal waktu balas akhlr penyerahan dokumen. 



t-4> Dokumen seleksi tekrus sebagaunana dimaksud pada ayal (21 huruf b 
memual sebagai bem.ut 

a rencana usaha, 
b. rencana kerja dan kesanggupan membangun danlatau menyediakan 

janngan: 
c.. data leknrs dan konfigurasl Jariflgan; 
d. kesanggupan menggunakan pemogkal yang teIa.h memenuhl 

persyaralan teIuIlS. 
e. pengisian permohonan peoe:tapan spektrum frekuensi radio dan 

Drrektorat JendemJ bagi penyelenggaraan janngan telekomunmasi 
yang menggunakan spektrum IrekuenSI radio danlatau ortllt satellt; 

f. tanggal waklu balas akhir penyerahan dokumen. 

Pasal66 

(1) Tm SeIeksi menyekrsaikan seleks. adminlStrasi parang lama 10 (sepuluh) 
hari ker)a setelah batas akhif penyerahan dokumen scleksl adminlSlrasl 

(2) TIm sefeksi menyele:saikan seIeksi teknis paUng lama 30 (tJga puluh) han 
k.erja selelah batas akhir peoyerahan dokumen seleksl tekms 

(3) Peserta seleksi teknrs adalah peserta yang dinya\akan lulus seleksi 
admmlstrasi yang diumumkan secara terbuka. 

(4) Penetapan calon penyelenggara berdasasbn urutan nllal terbaJlo: hasd 
seIeksi dan Tm SeIeksi ~ dibentahukan se&a.ra tertulis kepada 
pemohonIpesena seleksi. 

Bagian Kcdua 

Tata Cara Evaluasl Penyelong9araan Jaringan Tolekomunihsi 

Pasal67 

(1) Permohonan izm prvtSip penyelengg<lraan Janngan Ielekomunll~aSl 

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan penye/eoggaraan 
jaringan teJekomunlkasi yang JUmlah penyelenggaranya tidak dibalasi 
dapat diaJukan seliap waktu dan proses pcnzmannya meialul evaluasl 

(2) Permohonan iZln pnnsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampatkan kepada MenteJi. 

(3) Evalu3S1 terhadap pennohonan sebagallTl3na dimaksud pada ayat ell 
dilakukan oIch Direktur" Jenderal 

Pasal68 

(1) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomuniKas! yang 
jumlah penycleoggaraannya tidak dibatasi sebagaimana dimaksud da!am 
PasalS7 ayat (1) melampifltan persyaratan sebagal ben"kut 

a. akta pendinan perusahaan besena pengesahan dari instansi yang 
bel"llll!fl<lng, 

b. perubahan a\(ta perusahaan bcserta pef"SCtUJuan atau sural 
pencrimaan laporan dan inslansi yang berwenang: 

c.. Nomor Pokok Wajib Pala\( (NPWPJ: 
d sural kelerangan domisili; 
e. rencana usaha (business plan) yang memuat : 

" 



I 

1. jenis layanan sesua[ dengan penyclcnggoraan yang dimohonkan. 
2. cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang alum dibangun 

(roJl oul plan) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun: 
sural pernyalaan kepemitikan dana dan bank. paling sediktt set>esar 
5% dari IOIal ,ioYestaSl untuk pembangunan sarana dan P'"OJSarana 
telekomunikaSl selama 5 tahun scbagaimana tereantum dalam roll 
ouf plan; 

g. data tcknis yang lerditi dan' 

h 

i. 

J 

1. konfigurasl sistem dan teknoIogl janngan yang akan dibangun: 
2. diagram dan nne serta peta jarlngan; 
3. spektrum frekuensi radio yang dlusulkan dalam hal Cilioo 

penyelenggara Janngan leiekomunikasl bermaksud 
menggunakan speklrum frekuensi radio, 

pernyalaan bahwa data teknis, alaVperangkat, sarana dan/alau 
ptasatana telekomunikasi yang akan dibangun 5eSUa1 dengan 
persyaralan teknis. konfl9urasi dan hirarki jaringan leiekomunikasi 
berdasatkan renc<lna dasar tekms; 
untuk perusahaan eksislmg WClJib melampubn sural keterangan 
tidak ada pajak yang temutang (tax cle;Jf3noo) dari kanior paJak. 
sural pernyataanllaporan susunan kepemilikan saham perusahaan 
langsung sampal dengan 2 (dua) lingkal di atas perusahaan 
pemohon. termasuk negara asal pemllilc saham: 

k.. sural pemyalaan bdak akan merubah susunan kepemilikan s.aham 
perusahaan salama masa Iaku izin pnnsip; 

I. sural pemyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham 
perusahaan selelah mendapat izin penyelenggaraan tclekomunikasi, 
sebclum memenuhi kewaJlban pembangunan pa~ng sed,jut 50 ." 
(lima puluh persen) dan 10131 kewaJiban pembangunan seLama 5 
(flma) tanun sebagajmana tCtcantum dalam izin penyeleoggaraan 
telekomunikaSl, 

m. sural pemyataan l1dak ada hubungan afiliasi dengan perusah.aan lam 
(pada l ingkal diteklur utama). 

(2) Persyaralan sebag<m1ana dll'l13ksud pada ayat (1) hUM j dan huruf k 
tidak bcrtaku hagi perusahaan terbtJka (PUblik) yang transaksi perubahan 
sahamnya ditakukan mela!ui bursa saham dalam negen 

(3) Dalam hal persyamlan permohonan izin prinsip penyelenggaman 
janngan le!ekomunikasi sebagarnana dimaksud pada ayat (1) tidak 
ietlgkap, malta pennohonan dinyalakan hatal dan pemohOn dapat 
mengajukan permohonan baru. 

Pasal69 

(1) Penyclesaian evaluasi tcrhadap permohonan sebagaimana dimaksud 
daJam PasaJ 68 dllakukan paling Iambal 60 (enam puluh) han ka1ender 
teriulung se}3k pem1Ohonan ditcnma dengan Jeogkap 

(2) Dalam hal permohonan tKfak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 
Monteri memberikan penolakan seeara lertulis dengan disertai atasan 
penolakan 

(3) Apabila daJam jangka waklu 60 (enam pulUh) han kalender sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) tidak ada keputusan pembenan izm pMSlp alau 
penolakan, permohonan izin prinsip dianggap dlsetujUl, 

" 



Bagian Kctiga 

lata Cara Perizinan Pcnyclcnggaraan Jaringan Telekomunikasi 

Pasal70 

(1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayal 
(4) alau berdasarkan hasi! evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 ayal (1) bagi yang memenuhi persyaralan, Menteri menerbitkan wn 
pnnslp. 

(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berlaku paling lama: 

a 3 (l i9a) lahun bagi penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya 
dibalasi: 

b 2 (dual tahun bagi penyelenggaraun yang jumlah penyelenggaranya 
tidak dibatasi. 

(3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 
apabila pemilik izin prinsip Iclah melakukan inveslasi dalam persia pan 
pcmbangunan sarana dan prasarana sesuai hasi! pen]!alaJ' T!Tl1 yang 
dibentuk oleh Direklur Jenderal. 

(4) Izin prinsip dapa! diperpanjang 1 (salu) kali dcngan masa berbku paling 
lama 1 (satu) tahun unluk penyelenggaraan jaringan yang jumlah 
penyelenggaranya dibatasi, dan 6 (enam) bulan unluk yang jumlah 
penyelenggaranya tidak dibatasi. 

(5) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud 
pada ayal (3) tidak ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empa! belas) han 
kcrja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip, maka izin 
prinsip dinyatakan diperpanjang. 

Pasal71 

(1) Pemilik Izin prinsip dilaral"lg merubah susunan kepemilikan saham 
perusahaan 

(2) Larangan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Udak berlaku 
bagi perusahaan lerbuka (publik). 

Pasal72 

(1) Pemegang izin penyelenggaraan dilarang merubah susunan kepemilik.an 
saham perusahaan kecuali jika telah memenuhi kewajiban pembangunan 
paling sedikil 50 % Oima puluh pcrsen) dari total kewajiban pembangunan 
selama 5 (lima) tahul"I. 

(2) Dalam hal pemegang i:zjn penyelenggaraan bermaksud merubah 
susunan kepemilikan saham perusahaan, rencana perubahan susunan 
kepemilikan saham perusahaan wajib dilapork<ln kep<lda Menteri. 

(3) Larangan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayal (t) !idalt berlaku 
bagi perusahaan terbuka (publik) yang transaksi perubahan sahamnya 
dilakukan melalui bursa saham dalam negeri. 

Pasal73 

(1) Izin penyeJenggaraan jaring;:m telckomunikasi dilerbitkan setelah pemilik 
izin prinsip dinyatakan lulus uji laik opcrasi dan mcngajukan pcrmohonan 
izin penyelenggaraan. 

" 
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(2) Izin penyelenggaraan jaring.afl telekomunikasi sebagamana cfmaksucl 
pacla ayal (1) ditMmkan paling lamb3t 14 (QlTlpal belas) han ker}a o::p.tpbh 
d!terbltkannya swat keter.lngan Isik operas!. 

Pasa! 74 

(1) Izin penyelenggaraan jaringan telckornunlkasi diberikan tanpa batas 
waktu dan seliap 5 (lima) lahun dilakukan evalU3si secara menyeluruh 

(2) Apabila hasij evaluasi sebagaimana dimaksud pada aya! (1) oJnY<llakan 
bdak memenuhi ketentuan daJam perizinart. pemilik izin penyelenggaraan 
dikenakan sanksi sesllai deogan peraturnn perundang-undangaR-

BABVI 

l ATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI 

Pasa175 

(1) Pemilik izin PMSIP scbaga..rnana dimaksud dalam Pasal 7C p.~ telah 
slap menyelenggarakan jamgan telekomuni,kasi wajo meng3JUl<an 
pcrmohonan UJ' talk operasi kepada Direktur Jenderal 

(2) Permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaXsud pada (1) 
disampaikan paflng lama 30 (tiga puJuh) han kelja sebelum izin pnnsip 
berakhir. 

(3) Permchonan UJI lalk operasi dan izin penyelcnggarailn seb<lgaimana 
dlmaksud pada ayal (1) diajukan secara lertulis dengan melampirkan 

a salinan izin prinslp, 
b_ Iokasi/peta digital infrastruktur has" pembangunao yang akao dlU}1 

lalk ope.-asi sesuai dengan ilm prinsip: 
c.. spesifikaSi teknl!; perangkat leIekomunfkas! yang telah cflbangun: 
d da flar petangkd! teJek.omunikasi; 
e. safinan sertifikal alai dan perangkat telekomunikaSi yang digunakan 

Pasal76 

(1) Pclaksanaan uj! talk operas! dilaksanakan oleh lembaga uji laik operas! 
yang telah mendapalkan akreditasi dan lembaga yang be!wenang. 

(2) Oalam hal U}l Jaik operasi beIum dapa\ dilaksanakan oIeh iembaga 
sebagaimana dmaksuj pada ayat (1). Direktur Jenderal dapat 
membentuk Tim Uji Laik Opemsi 

P.sal 77 

(') Pctaksanaan uji lajk operasi dilailsanakan palmg lambat 14 (empa\ belas) 
hari kcrja sejak permohonan uji lam operasi ditcrima. 

(2) Sarana dan prasarana yang dinyatakan Iaik operasi beroasarkan hasiI 
evaluasi pelaltsanaan up lailt opera5i., Di!ekiur JenderaJ mcnerbitkan sural 
keterangan ltIik operasi. 

(J) Suml kelerangan !ail. oper.ISi sebagaunana dimaksud pada ajal (2) 
dilerbitkan selambal-lambatnya 14 (empat belas) haIi kerja sejak 
dlterimany<l hasH evaluasi pelaksanaan UJI Jail< operasi 

" 



.' 

(4) OaJam hal pelaksanaan uji [ailt operasi tidak dilakukan dalam jangka 
waktu 14 (empal belas) hari kerja sejak permohonan uji laiK operasi 
dlterima, pemilik Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
bemak mendapatkan sural keferangan laik operas!. 

Pasal78 

(1) lembaga atau rm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 datam ~ngka 
waldu paling tambat 14 (empat belas) han kel}a harus menye\esalkan 
eva[uasi has!l pelaksanaan uji IajIt; operasi scjak dllenmanya permohonan 
secara lengkap 

(2) Has~ evalllaSl sebagaanana dlmaksud pada aya! (1) dilapcriutn sec.aJd 

tertulis kepada OLfllktur Jenderal dalam jangka waktu pallOg lambat 14 
(empat belas) han keqa. 

Pasal79 

(1) Apabila hasH evaluasi pelaksanaan uji lalk operasl sarana dan prasarana 
jaringan telekomunikasi dinyalakan tidak taik operasi, pemllik IZltl pnnsfp 
diberi kesempatan untuk mernperbaiki sarana dan prasardna paling 
lambat 30 (tig3 puluh) hari ker)3. 

(2) Dalam hal kesempatan pc:rbaikan sebagaimona dimaksud pada ayat (1) 
m3slh dinyatakan belum lalk operasi, pcmil lk Izin prinslp diherikan 
kesempalan untuk memperbaiki smana dan prasarana paling lamba! 14 
(empat belas) han kerja. 

PasalSO 

Oalam hal hasil evahJasi pe1aksanaan UJI laik operasl lemadap perbaikan 
sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal79 ayat (2) masih 
dinyalakan tidalt Iaik operasi. pcmi6k izin pnnSip Wiljib mengubah atilu 
meogganti sistcm. saraoa dan pi'"asarana jaringan telekomunikast 

Pasal81 

(1) Dalam hal lXlak tenlapat pertJmbangan lain yang pertu dipertlatoolll. 
Men/eri menerbitkan izin penyelenggaraan paling lamoal 14 (empal 
belas) hari ker}a SCJ3k surat keterangan laik operasl ortertJitkan. 

(2) Pertimbal'lgan sel:lagaunana dimaksud pada ayat (1) termau namufl 
tJdak terbatas pada adanya pengaduan dan masyarakal dan dugaan 
adanya pclanggaran temadap ketentuan perundang·unG1angan 

Pasat82 

(I) Setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau realokasi yang 
mengalami perubahan teknologi wajib dilaksanakan uj! lalk operas!. 

(2) Perubahan ieknologi sebagaimana dimaksud pada aya! (1) mehpuli 

a. pcrubahan stander tCknologi yang digunakan bcrdasar1tan standar 
inlemasional dan Infemasional TefecommumcatlOfJ UnionllTU: 

b perubahan penggunaan spektrum frekuensJ radio; daf\falau 
c.. perubahan penggunaan sistem dari analog ke digital 

" 



(3) Kewaflban UII laile operas bdak ber1aIru untuk sella!) penarnbahan 
kapasitas dan pertuasan IokasI atau relokasi yang lldak rtlPJgaJami 
perubahan teknoIogi 

BAS VII 

TAR I F 

PoIsal83 

Ketenruan mengenal tanf penyekmggi!raan janngan IeldtOfru.,wuUsl (fIatur 
dalam Peraturan MenIeri 1ef&encIn 

Pasal84 

BJaya intcrkonek5i antar }aIlngan lelekomunikasi diatur dalam Peraturan 
Menteri lersendm. 

BAS VIH 

KETENTUAN LAIN·LAIN 

Pasal 85 

(1) Sarana dan prasarana yang dapat dl9unakan unluk keperluan 
teJekomlJl"likaSl yang telah amiliki oIeh badan hukum yang bukan 
penyelenggal1l tMIkomu1Ikasi sebeIum drtetapkannya Peraturan MentEfl 
ini. dapat dlmallfaalbn oIeh penyelenggara lanngan I*lu:ImIll'llkasl 
betdasarltan keIja Ulna 

(2) Kerja sarna sebagamana aj/'ft3ksud pada ayal (1) berupa kef)a sarna 
pengeIolaan yang.-u~ memual kclentuan bahwa 

a. kefJa sarna penge'olaan betslfat cksklusri. 
b kefja sarna pengelolaan bdak dipungut bayaran. 

(3) I<efja sama scbagunana dimaksu:l pada ayal (2) wa;1) dIIaporkan 
kepada Menten sebeJlrn diIaJ(sanakan. 

BABIX 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal86 

Direktur Jcnderal melaksanakan pengawasan dan pengendahan terhadap 
pelaksanaan Peraturan inl 
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BAB X 

KETEmtJAN PENUTUP 

Pasal S7 

~~~~m;-~~M'~frt7:~~~~pC~'tah~n;;-Ya-'d';cabUI 'dan'(jin;a~kan tldo;. 
berlaku 

Pasal8B 

Peraturan Menton inl mulai bcrlaku pada tanggal dl tetapkan 

Agar sehap orang mengemhultlya, rrtemerintahkan pengulld'lngan PeI'aluran 
Menlen rm dengan penempatannya dalam Benta Negara Repu!Jlil- lr<donesoa 

Diie:apltan dl 
Pada 1atl99a1 

JAKARTA 
25 Januari 20 10 
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